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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGA

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN P
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAER

Menimbang

Mengingat

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

a.

KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ;35 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDU

KOTA YOGYAKARTA,

bahwa dalam rangka memberikan pandu
penyelenggaraan administrasi pemerints
Badan Pengelolaan Keuangan dan Ase
menetapkan Standar Operasional Prose
Pendaftaran dan Penetapan Pendapatat
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah K

bahwa berdasarkan pertimbangan sebags
a, maka perlu menetapkan Keput
Pengelolaan Keuangan dan Aset Dac
Operasional Prosedur Bidang Pelayar
Penetapan Pendapatan Daerah pada
Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyaka

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingk
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Daerah sebagaimana telah diubah bebera

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan F

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 12 1
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunas
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun:
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

N DAN ASET DAERAH

R
ENDAPATAN DAERAH
’AH KOTA YOGYAKARTA

ASET DAERAH

an pelaksanaan proses
han yang tertib pada
t Daerah, maka perlu
dur Bidang Pelayanan
1 Daerah pada Badan
(ota Yogyakarta;

limana dimaksud huruf
usan Kepala Badan
:rah tentang Standar
1an Pendaftaran dan
Badan Pengelolaan
rta;

tentang Pembentukan
cungan Propinsi Djawa
dan Dalam Daerah

tentang Pemerintahan
pa kali terakhir dengan

2 tentang Hubungan
Pemerintahan Daerah;

016 tentang Ketentuan
Daerah;
2019

‘ahun tentang

an Aparatur Nomor 35
an Standar Operasional




Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

/7 Tahun 2020 tentang

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta N
tentang Pajak Daerah sebagaimana

omor 1 Tahun 2011
telah diubah dengan

Peraturtan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Daera
tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta N
tentang Pembentukan dan Susunan P

h Nomor 1 Tahun 2011

omor S5 Tahun 2016
erangkat Daerah Kota

Yogyakarta sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 temtang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20186

tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dag
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Dae
diubah beberapa kali terakhir denga
Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2021 tenta
Atas Peraturan Walikota Yogyakarta N
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pers
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang

11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset D

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA
ASET DAERAH TENTANG STANDAR OPE
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENC
DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

Menetapkan Standar Operasional
Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan

4 Tahun 2017 tentang
crah  Kota Yogyakarta
rah sebagaimana telah
n Peraturan Walikota
ng Perubahan Keempat
omor 84 Tahun 2017
ituran  Daerah  Kota
Pajak Daerah;

7 Tahun 2020 tentang
Fungsi dan Tata Kerja
acrah;

\AN KEUANGAN DAN
RASIONAL PROSEDUR
DAN PENETAPAN
T ELOLAAN KEUANGAN

Prosedur Bidang Pelayanan

Daerah pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari

1. Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah;

2. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan pendapatan Daerah; dan

3. Subbidang Pelaporan. |, 4o aa

Standar Operasional Prosedur Bidang Pelayanan Pendaftaran dan

Penetapan Pendapatan Daerah pada Badan

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU adalah :
1. Standar Operasional Prosedur
Pengaduan Pajak Daerah pada Loket Pelay

Pelayanan

Informasi dan

anan Pajak Daerah,;

2. Standar Operasional Prosedur Penerimaan dan Entry e-SPTPD
Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir); ¢
3. Standar Operasional Prosedur Permohonan Perforasi Hiburan

Insidental; Vv

4. Standar Operasional Prosedur Penerimaan

Reklame Tetap dan Insidental; ¥

dan Entry Data Pajak




KETIGA

Tembusan

2 Kepala Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah dan

S. Standar Operasional Prosedur Cek Ke
BPHTB;

©. Standar Operasional Prosedur Pembayars

7. Standar Operasional Prosedur Penelitian

8. Standar Operasional Prosedur Penjarings
Pajak Daerah;

sesuaian PBB-2 untuk

in BPHTB;
BPHTB;
in dan Pendataan Wajib

9. Standar Operasional Prosedur Pengukuhan Wajib Pajak Daerah

(Hotel, Restoran, Hiburan, Air Tanah,
SBW);

Penerangan Jalan dan

10. Standar Operasional Prosedur Pengukuhan Wajib Pajak Daerah

Secara Jabatan (Hotel, Restoran, Hiburan)|

Jalan dan SBW);
11. Standar Operasional Prosedur Peremaj

Air Tanah, Penerangan

aan Data Wajib Pajak

Daerah Berdasarkan Hasil Pemantauan Petugas Wilayah;

12. Standar Operasional Prosedur Peremaj

nan Data Wajib Pajak

Daerah Berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Daerah
13. Standar Operasional Prosedur Pengiritnan e-Teguran SPTPD
Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan, Barkir);

14. Standar Operasional Prosedur Entri Data

Pajak Air Tanah,;

15. Standar Operasional Prosedur Permohonan Pembetulan, Obyek

Baru, Mutasi dan Penghapusan SPPT PBB;

16. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Salinan SPPT PBB-P2

atas Permohonan Wajib Pajak;

17. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Salinan SPPT PBB-P2

atas Permohonan Lurah;
18. Standar Operasional Prosedur Penerbitan

Massal SPPT PBB-P2;

19. Standar Operasional Prosedur Penyajian Data Pemeriksaan

Lengkap Pajak Daerah;

20. Standar Operasional Prosedur Penilaian Individu Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB

rP2);

21. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Nilai
Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pgrdesaan dan Perkotaan

(SK BJOP PBB-P2)

22. Standar Operasional Prosedur Pemerikpaan Sederhana Pajak

Daerah;

23. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Lengkap Pajak

Daerah;

24. Standar Operasional Prosedur Pembatalan SPPT PBB-P2;

25. Standar Operasional Prosedur Digital

isasi SKPD, SKPDKB,

SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Ketetapan Angsuran,

Perjanjian Angsuran dan LHP;
26. Standar Operasional Prosedur
Komponen Bangunan (DBKB); dan
27. Standar  Operasional
Penyempurnaan ZNT/NIR.

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuan

Prosedur Pembentukan

Surat

Penyusunan Daftar Biaya

dan/atau

gan dan Aset Daerah ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan (i Yogyakarta
pada tanggal 5. 12 - 2022
A\LA,

ESA

3. Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pcndapat
4. Kepala Subbidang Penetapan Pendapatan Daerah

apatan Daerah;

1 Daerah; dan

¥



